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ABSTRACT

Children are gifts or entrusted by God to every parent who is part of the young
generation of the nation's successors who must be protected. The effort to protect
children facing the law is through a legal restorative approach carried out by
means of diversion. Diversion is the transfer of child case processes from criminal
justice processes to processes outside the criminal court. At the level of
investigation, prosecution and examination of child cases in the district court,
diversion must be sought, this is stated in article 7 paragraph (1) of the Child
Criminal Justice System Act. The purpose of writing this thesis, namely: First, To
find out the implementation of diversion in the Sbolga District Prosecutor's
Office. Second, to find out the inhibiting factors for the implementation of
diversion in the Sbolga District Prosecutor's Office. Third, Untik knows the
efforts of the Prosecutor's Office to overcome the inhibiting factors for the
implementation of diversion in the Sbolga District Prosecutor's Office.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical
research, because this research author directly conduct research on the locations
or places studied in order to give a complete and clear picture of the issues
examined. This research was conducted at the Sbolga District Prosecutor's
Office, whereas the sample population is a whole party with regard to the issues
examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and
data tertiary, technical data collectors in this study with interviews and literature
study.

From the results of research and discussion it can be concluded that,
First, the implementation of diversion in resolving child crime at the Sbolga
District Attorney level has not been maximized. Second, the inhibiting factors of
diversion efforts at the Sbolga District Prosecutor's Office are the lack of the
number of public prosecutors, the paradigm of the public prosecutor, the lack of
cooper ation between institutions and the parties, and the work area of the Sbolga
District Attorney consisting of 2 (two) jurisdiction . Third, the public prosecutor's
efforts in overcoming the inhibiting factors are by increasing the number of child
prosecutors, conducting training and education on diversion and seeking good
cooperation between institutions.
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|. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
Daam Undang-Undang No
35 Tahun 2014 tentang perubahan
Atas Undang-Undang No 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
memberikan pengaturan yang jelas

dan komprehensif tentang
perlindungan anak yang pada
pokoknya bertujuan untuk
memberikan jaminan dan

melindungi hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisispasi, secara optimal,
serta  memperoleh  perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.”

Di Indonesia kasus
kenakalan anak setiap tahun selalu
meningkat, bak dari kualitas
maupun modus operandi yang
dilakukan. Fenomena
meningkatnya  perilaku  tindak
kekerasan yang dilakukan oleh
anak, seolah-olah tidak berbanding
lurus dengan usia pelaku. Selain
itu, berbagai upaya pencegahan dan
penanggulangan kenakalan anak,
perlu segera dilakukan.

Salah satu upaya pencegahan
dan penanggulangan kenakalan
anak saat ini melalui
penyelenggaraan sistem peradilan
anak (Juvenile Justice ). Tujuan
penyelenggaraan sistem peradilan
anak tidak semata - mata bertujuan
untuk menjatuhkan sanksi pidana
bagi anak yang telah melakukan
tindak pidana, tetapi lebih
difokuskan pada dasar pemikiran

! Muhadar, Abdullah, Husni Tharmrin,
Perlindungan Saks dan Korban dalam Stem
Peradilan Pidana, Surabaya, CV Putra Media
Nusantara, 2009, him.74.

2 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem
Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha llmu,
Y ogyakarta, 2010, him.103

bahwa penjatuhan sanks tersebut
sebagai sarana mendukung
mewujudkan kesgahteraan anak
pelaku tindak pidana.®

Dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan
mengatur tentang Peradilan Pidana
Anak, hak-hak anak merupakan
dasar pembentukan  peraturan
perundang-undangan tersebut. Ini
berarti bahwa Peradilan Pidana
Anak yang adil memberikan
perlindungan terhadap anak, baik

sebagai  tersangka, terdakwa,
maupun sebagai
terpidana/narapidana, sebab

perlindungan terhadap anak ini
merupakan tonggak utama dalam
Peradilan Pidana Anak dalam

Negara hukum.*
Salah satu upaya yang dapat
dilakukan  untuk  mengurangi

pencegahan dan penanggulangan
kasus tindak pidana anak adalah
dengan pendekatan restorative
justice yaitu proses penyelesaian
perkara yang melibatkan pelaku,
korban dan pihak-pihak lain yang
terkait untuk mencapai kesepakatan
penyelesasian dan  pemulihan
kembali ke keadaan semula, yang
dilaksanakan dengan caradiversi.”

® Mizanul Kirom, “ Implementasi Diversi
daam Penyelessian Kasus Anak yang
Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan
Undang-Undang Nonor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ”,
Jurnal  Ilmu  Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Vol 5, No 3 Tahun
2016

* Maidin Gultom, Op.Cit, him. 7

® Wahyu Jontah, Wencislaus Sirjon
Nansi, “Penguatan Restorative Justice Melalui
Pendekatan Adat Dan Kearifan Lokal Sebagai
Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak
“, Jurnal Il'mu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar, Volume 7
Nomor 2 Agustus 2018, him. 285.
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Divers merupakan
pengalihan penyelesaian perkara
anak dari proses peradilan pidana
ke proses diluar peradilan pidana.®.
Undang-Undang memberikan
kewenangan serta kewajiban Jaksa
melakukan diverss pada tingkat
penuntutan berpedoman pada Pasdl
7 ayat (1) Undang-Undang Sistem
Peradilan Anak yang berbunyi : “
Pada tingkat penyidikan,
penuntutan, dan  pemeriksaan
perkara anak di pengadilan negeri
wajib diupayakan diversi ”

Pelaksaan  divers  pada
tingkat penuntuan oleh Jaksa
merupakan hal yang sangat

penting. Karena Kejaksaan berada
di poros dan menjadi filter antara
proses penyidikan dan proses
pemeriksaan di persidangan serta
juga sebagai pelaksana penetapan
dan keputusan pengadilan.
Lembaga Kegaksaan merupakan
pengendali proses perkara
(Dominus Litis), karena hanya
ingtituss Kejaksaan yang dapat
menentukan apakah suatu kasus
dapat digukan ke Pengadilan atau
tidak berdasarkan alat bukti yang
sah menurut Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak menegaskan bahwa penuntut
umum anak wajib mengupayakan
diverss apabila kasus tersebut
memenubhi Syarat-syarat untuk
dilakukannya diversi. Syarat-syarat
diversi dilakukan dalam hal tindak
pidana yang diancam dengan pidana
penjara dibawah 7 tahun dan bukan

® pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

merupakan tindak
pidana.’

Berdasarkan data dari hasil pra
riset yang dilaksanakan oleh pendliti
mengenai pelaksanaan Divers di
Kegaksaan Negeri Sibolga pada tahun

pengulangan

2016, 2017, dan per Juli 2018.
Diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 1.1
Pelaksanan Diversi di Kegjaksaan
Negeri Sibolga
N | Tahun | Jumlah | Jumlah Kasus
0] Kasus Y ang Di
Divers
1| 2016 23 5
2 | 2017 28 4
3 | 2018 10 2

Sumber : Riset di Kejaksaan Negeri Sibolga

Dari data yang diperoleh di
Kegaksaan Negeri Sibolga
menunjukkan sgiak diberlakukannya
Divers yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, tahun 2016 dari 23 kasus anak
yang berhadapan dengan hukum
hanya 5 kasus yang di divers,
ditahun 2017 terdapat 28 kasus dan 4
di divers , dan sampai bulan Juli 2018
sudah terdapat 10 kasus yang di
diverss 3 kasus, selebihnya harus
lanjut ke proses peradilan di
pengadilan

Kasus AP (16) siswa kelas XI
SMK melakukan tindak pidana
penganiayaan kepada gurunya PS (44)
diancam dengan pasa 351 KUHP
dengan ancaman hukuman pidana
maksimal 5 tahun, namun tidak
mendapatkan Diversi.

" Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sstem Peradilan
Pidana Anak.
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Berdasarkan  uraian  latar
belakang masdah yang telah
dikemukakan diatas maka penulis
tertarik untuk meneliti dan
menuangkan dalam karya ilmiah
dalam bentuk skripsi dengan judul:
“Implementasi Divers dalam
Menyelesaikan Tindak Pidana oleh
Anak Ditingkat Kejaksaan Negeri

Sibolga”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  implementas
divers dalam menyelesaikan
tindak pidana olen anak
ditingkat Keaksaan Negeri
Sibolga ?
2. Apa faktor penghambat
implementasi  diverss  dalam

menyelesaikan tindak pidana
oleh anak ditingkat Kejaksaan

Negeri Sibolga?

3. Apa upaya dari Keaksaan
dalam mengatasi faktor
penghambat implementasi
divers dalam menyelesaikan
tindak pidana olen anak
ditingkat Keaksaan Negeri
Sibolga ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian

a) Adapun tujuan yang ingin
dicapai penulis dalam penelitian
ini adalah :

1. Untuk mengetahui

implementasi  diversi dalam
menyelesaikan tindak pidana
oleh anak ditingkat Kejaksaan
Negeri Sibolga

2. Untuk mengetahui  faktor
penghambat implementasi
diverss dalam menyelesaikan
tindak pidana oleh anak
ditingkat Kejaksaan Negeri
Sibolga

3. Untuk mengetahui upaya dari
Kgaksaan daam mengatas
faktor penghambat

implementasi  divers dalam
menyelesaikan tindak pidana
oleh anak ditingkat Kejaksaan
Negeri Sibolga
b) Kegunaan yang diharapkan dari
pendlitian ini adalah :

1. Kegunaan bagi penulis dan
pembaca, sebaga syarat
dadam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) di
Fakultas Hukum Universitas
Riau serta untuk menambah
pemahaman bagi penulis
secara khusus dan pembaca
secara umum  mengenai
penerapan Diversi terhadap
penyelesaian tindak pidana
yang dilakukan oleh anak.

2. Memberikan masukan
kepada pihak aparat penegak
hukum, khususnya bagi
pihak Kegaksaan dalam
menerapkan prinsip Diversi
dadam perkara anak yang
berkonflik dengan hukum.

3. Kegunaan penelitian ini
menjadi sumber masukan
bagi  pemerintah  dalam
menentukan kebijakan untuk
menyel esailkan permasal ahan

anak delinkuen  dengan
mengedepankan prinsip
kepentingan terbaik bagi
anak.

D. Kerangka teori
1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah
segala usaha yang dilakukan
untuk menciptakan kondisi agar
setiap anak dapat melaksanakan
hak dan kewgjibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan
anak secara waar bak fisk,
mental, dan sosia. Perlindungan
anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian
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perlindungan anak diusahakan

dalam berbagal bidang
kehidupan bernegara  dan
bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat
dibedakan menjadi dua macam

yaitu:®
a) Perlindungan anak yang
bersifat yuridis, yang

meliputi: perlindungan dalam
bidang hukum publik dan

dalam bidang hukum
keperdataan.
b) Perlindungan anak  yang

bersifat non yuridis, yaitu:
perlindungan dalam bidang
sosial, bidang kesehatan dan

dalam bidang pendidikan.

2. Konsep Restorative Justice
Restorative Justice adalah
sebuah proses medias dimana
semua pihak yang terlibat dalam
sebuah tindak pidana tertentu
bersama-sama mencari
penyelesaiannya dalam
menghadapi  kejadian  setelah
timbulnya tindak pidana tersebut
serta  bagamana  mengatas

implikasinya dimasa datang.®
Menurut Fruin JA,
peradilan anak restoratif
berangkat dari asums bahwa
tanggapan atau reaks terhadap
pelaku delinkuensi anak tidak
akan efektif tanpa adanya
kerjasama dan keterlibatan dari
korban, pelaku dan masyarakat.
Prinsp yang menjadi dasar
adalah bahwa keadilan paling
baik terlayani, apabila setiap
pihak menerima perhatian secara

8ArifGosita, Masalah Korban Kejahatan,
Akademika Pressindo, Jakarta: 1993, him.1

° Eriyantow Wahid, Keadilan Restoratif
Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum
Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009,
him.3.

adil dan seimbang, aktif
dilibatkan daam proses
peradilan dan  memperoleh
keuntungan secara memadai dari
interaksi mereka dengan sistem
peradilan anak™® Sanksi tindakan
bertujuan lebih bersifat
mendidik™ dan berorientasi pada
perlindungan masyarakat.*
Restorative justice adalah

konsep  pemidanaan, tetapi
sebagai konsep pemidanaan
tidak hanya terbatas pada

ketentuan hukum pidana (formal
dan materil). Restorative Justice
harus juga diamati dari segi
kriminologi dan sistem
pemasyarakatan.™

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah penerapan
atau  pelaksanaan  terhadap
sesuatu yang telah disepakati
sebelumnya.

2. Divers  adalah  pengalihan
penyelesaian perkara anak dari
proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana.

3. Penyelesaian adalah  proses,
cara; perbuatan; menyel esaikan.

4. Tindak pidana adalah perbuatan
yang melanggar  peraturan
pidana, diancam dengan

19 paylus Hadi suprapto, Delinkuensi Anak,
Pemahaman  dan Penanggulangannya,
Bayumedia Publishing, Malang, 2008, him.
228.

1 Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah
Hukum Pidana Il, Pustaka Tinta Mas,
Surabaya, 1994, him. 360.

2 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan
Pemidanaan Indonesiadari Retribusi ke
Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,
him. 53.

3 Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu
Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum
Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir,
Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008,
him. 4.
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hukuman oleh Undang-undang,
bertentangan dengan hukum dan
dilakukan dengan kesalahan oleh
seseorang yang mampu
bertanggung jawab.™

5. Anak adalah seseorang yang
belum berusisa 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.™

6. Keadilan  Restoratif  adalah
adalah penyelesasian perkara
tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula,
dan bukan pembal asan.*®

7. Kgaksaan  Negeri  Sibolga
adalah wilayah kerja atau
wewenang kejaksaan Negara
Republik Indonesia  yang
meliputi wilayah Kota Madya
Sibolga dan sekitarmya.

8. Sibolga adalah sebuah kota di
Provinsi Sumatera  Utara,
Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendlitian
Jenis penelitian ini
termasuk  dalam  pendlitian
hukum sosiologis, Penélitian
hukum sosiologis merupakan
penelitian yang melihat korelasi

antara hukum dengan
masyarakat, sehingga mampu
mengungkap efektifitas

berlakunya  hukum dalam
masyrakat. Penelitian empiris

4 Erdianto, Pokok-pokok Hukum Pidana,
Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, him.53

> pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

18 Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

adalah wujud atau penuangan
hasil penelitian mengenai hukum
yang nyata atau atau Sesual
kenyataan yang hidup didalam
masyarakat, karena  dalam
penelitian ini penulis langsung
mengadakan penelitian pada
lokas atau tempat yang diteliti
guna memberikan gambaran
secara lengkap dan jelas tentang
masalah yang diteliti. Sedangkan
dilihat dari dfatnya bersifat
deskriptif, yaitu penelitian yang
memberikan gambaran secara
jelas mengenai  implementasi
divers daam menyelesaikan
masalah tindak pidana anak di
K g aksaan Negeri Sibolga

2. Lokas Pendlitian

Untuk memperoleh data
yang diperlukan dalam
penelitian ini, maka penelitian
tersebut dilakukan di wilayah
hukum  Keaksaan  Negeri
Sibolga . Berdasarkan survel
yang dilakukan oleh pendliti
bahwa banyaknya kasus tindak
pidana yang dilakukan oleh
anak dan implementasi divers
masih kurang maksimal.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populass adalah keseluruhan
atau himpunan objek dengan
ciri yang sama. Populas
merupakan keseluruhan pihak
yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti dalam penelitian
ini. ¥’ Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini
adalah

1. Kepala Seksi Pidana Umum

K gjaksaan Negeri Sibolga

Y Bambang Waluyo, Penelitian Hukum
dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
him. 44.

JOM Fakultas Hukum VVolume VI No. 2 Juli - Desember 2019 6



2. Jaksa Penuntut Anak
Kgaksaan Negeri Sibolga

3. Anak Pelaku Tindak Pidana
. Sampe

Sampel merupakan bagian dari
populasi yang akan dijadikan
sebagal objek penelitian. Dalam
penergpan  sampel, penulis
menggunakan Metode
Purposive  Sampling  vyaitu
menetapkan  sampel  yang
mewakili jumlah populasi yang
ada. Untuk gambaran populasi
dan sampel dari pendlitian ini
dapat dilihat tabel sebagai
berikut :

Metode vyang dipakai
adalah Metode Purposive,
Metode Purposive  adalah
menetapkan sgumlah sampel
yang mewakili jumlah populasi

yang ada, vyatu Kkategori
sampelnya ditetapkan sendiri

oleh pendliti.
Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

Responden | Pop | Sam
ulas | pe

Prese
ntase

Kepaa Seks
Pidana 1 1
Umum
Kegjaksaan
Negeri
Sibolga

100 %

Jaksa
Penuntut 2 2
Anak
Kegjaksaan
Negeri
Sibolga

100 %

Anak Pelaku | 10 5
Tindak
Pidana

50%

Jumlah 13 8

4. Sumber Data
a. Data Primer

Data Primer adalah data
yang peneliti dapatkan atau
diperoleh secara langsung
melalui responden di |apangan.
Data primer dalam penelitian
ini adalah data yang diperoleh
penulis peroleh langsung dari
Kgaksaan Negeri Sibolga
serta wawancara  dengan
responden.

. Data Sekunder

Data sekunder adalah
data yang diperoleh melalui
kepustakaan yang bersifat
mendukung data primer. Data
sekunder diperolen melalui
penelitian perpustakaan atau
berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana

3. Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana
Anak;

4. Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

5. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang
Kegjaksaan Republik
Indonesia

6. Peraturan Jaksa Agung
No. 006/ A/ J.A/ 2015
tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi pada
Tingkat Penuntutan.

JOM Fakultas Hukum VVolume VI No. 2 Juli - Desember 2019 7



7. Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan

8. Undang-Undang No.4
Tahun 1979 tentang
Kesgahteraan Anak.

9. Undang-Undang No.39
Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder,
Merupakan bahan-bahan
hukum yang memberikan
penjelasan bahan hukum
primer, yaitu: berupa

buku-buku yang
membahas tentang
penulisan skripsi ini dan
hasil-hasi penelitian,

hasil karya ilmiah dari
kalangan hukum dan
lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier,
yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan

sekunder, misalnya
kamus, internet  dan
lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Yaitu dengan
mengumpulkan beberapa
pertanyaan yang  sesua
dengan konsep permasalahan
yang kemudian langsung
mengaj ukan kepada
responden serta pihak-pihak
yang memiliki kaitan dengan
konsep permasalahan yang
diangkat didalam skripsi ini.*®
Dalam penélitian ini penulis
memilih Jaksa di Kejakasaan

8 gSugiyono, Metode  Penelitian

Negeri  Sibolga  sebagai
responden  yaitu Kepaa
Kejaksaan Negeri Sibolga |,
Kas Pidum Kejaksaan Negeri
Sibolga, Jaksa Penuntut Anak
Kegaksaan Negeri Sibolga,
dan juga Anak pelaku tindak

pidana.
b. Kajian kepustakaan
Yaitu mengkaji,

menelaah dan menganalisa
dari berbaga literatur yang
berhubungan dengan
permasalahan yang sedang
diteliti.

6. AnalisisData

Daam ha andisis data,
penelitian ini  menggunakan
pengol ahan data secara kualitatif,
artinya data yang berdasarkan
uraian kalimat atau data tidak
dianalisis dengan menggunakan
statistik atau matematika ataupun
sgenisnya ° Dalam menarik
kesimpulan, penulis
menggunakan metode berfikir
deduktif yaitu cara berfikir yang
menarik suatu kesimpulan dari
suatu pernyataan atau dalil yang
bersifat umum menjadi suatu
pernyataan yang bersifat khusus.

[I.PEMBAHASAN
A. Implementasi Diverss dalam

Menyelesaikan Tindak Pidana
Anak di Tingkat Kejaksaan
Negeri Sibolga

Perlindungan terhadap hak-
hak anak terkandung didalam
prinsip — prinsip Konveksi Hak
Anak (KHA) aau CRC (
Convention on the Right of the
Child ). Daam CRC dijumpa 4
prinsip dasar yaitu :

9 Soerjono  Soekanto,  Pengantar

Pendidikan Kuantitaif, Kualitatif, Alfaberta,
Bandung, 2010, him.138

Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta ,
1982,him.32.
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1) Prinsip Non Diskriminasi

2) Prinsip Kepentingan Terbak
bagi Anak (Best Interest of
Child)

3) Prinsip Hak Hidup,
Kelangsungan  Hidup, dan
Perkembangan (the Right to
Life, Survival, and
Devel opment)

4) Prinsip Penghargaan terhadap
Pendapat Anak ( Respect for
views of the Child)

Dalam pengimplementasian
divers di Kegaksaan Negeri
Sibolga, secara khusus menganut
Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia No. KEP-
006/A/JA/05/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi pada
Tingkat Penuntutan yaitu :

1. Penunjukan Penuntut Umum
Penuntutan terhadap perkara
Anak dilakukan oleh Penuntut
Umum yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Jaksa
Agung atau peabat lain yang
ditunjuk oleh Jaksa Agung.
Pejabat lain yang ditunjuk Jaksa
Agung untuk menetapkan Jaksa
Anak adalah Kepaa Keaksaan
Tinggi yang mendapat
pendelegasian wewenang dari
Jaksa Agung untuk
menandatangani Surat
Keputusan tentang penetapan
Jaksa yang menangani perkara
anak.

2. Koordinasi
Jaksa Penuntut Umum
melakukan koordinas dengan
penyidik Polri tentang perkara
anak tersebut yang mana SPDP
telah masuk ke kantor K gjaksaan
Negeri Sibolga untuk
menghindari bolak-balik berkas
perkara.

3. Upaya Diversi

JPU  melakukan  penelitian
terhadap identitas tersangka
dengan membuat berita acara
penerimaan dan penelitian Anak
dan barang bukti, dan dalam
waktu 7 x 24 jam, JPU tersebut
harus melakukan diversi.

. Musyawar ah Diversi

Diversi  dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah
Jaksa Penuntut Umum Anak
tersebut mel akukan
pemanggilan.

. Kesgpakatan Divers

Jka daam ha musyawarah
divers mencapai kata sepakat
maka fasilitator menyusun dan

merumuskan kesepakatan
diversi.
. Pelaksanaan K esepakatan

Divers

Dalam jangka waktu paling lama
3(tiga) hari setelah mendapat
surat penetapan divers dari
Pengadilan Negeri Sibolga, jaksa
penuntut mmum memanggil dan
meminta para pihak untuk
mel aksanakan kesepakatan
diversi.

. Pengawasan dan Pelaporan

Kesepakatan Diversi

Daam tahap pengawasan dan
pelaporan kesepakatan divers
dilakukan oleh JPU.

. Penerbitan Surat Ketetapan

Penghentian Penuntutan

Setelah  kesepakatan  divers
selesa dilaksanakan oleh para
pihak dan mendapat surat
penetapan dari  Pengadilan
Negeri Sibolga maka Kepaa
Kegaksaan  Negeri Sibolga
menerbitkan Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan.

. Register Divers

Setelah di  terbikan  surat
penghentian penuntutan dengan
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register kode -26, jaksa penuntut
umum harus meregister perkara
anak tersebut kedalam buku
register perkara anak dan
melaporkan  secara  periodik
kepada Kepaa  Keaksaan

Negeri Sibolga.

B. Faktor Penghambat
Implementass Diversi  dalam
Menyelesaikan Tindak Pidana
Ana Ditingkat Kejaksaan Negeri
Sibolga
1. Faktor Internal

a. Penuntut Umum Anak yang
belum Cukup dan Memadai
Kegaksaan Negeri Sibolga
mempunyai 10  (Sepuluh)
orang Jaksa Penuntut Umum
dan hanya 2 (dua) orang jaksa
penuntut umum yang
memiliki  Surat Keputusan
Jaksa  Agung  Republik
Indonesia yang  ditunjuk
untuk penyelesaian perkara
Anak . Minimnya jumlah
penuntut anak tersebut sangat
sedikit sehingga berimbas
kepada minimnya pelaksaan
diverss untuk kasus anak
berhadapan dengan hukum.

b. Paradigma dari Jaksa
Penuntut Umum bahwa
Tugas Pokok dan Fungs
Jaksa Penuntut Umum
adalah Melakukan
Penuntutan
Hambatan yang paling utama
dalam melaksanakan divers
di Kgaksaan Negeri Sibolga
ini adalah pandangan kami
para jaksa penuntut umum
terhadap tugas pokok dan
fungss dari jaksa untuk
melakukan penuntutan.

c. Kurangnya kerja sama
antar lembaga

Dalam melakukan proses
diversi, penuntut umum anak
memanggil anak  pelaku,
korban, orantua/wali namun
terkadang Pembimbing
Kemasyarakatan tidak hadir,
sdain  itu pihak Komisi
Perlindungan Anak Indonesia
juga tidak bisa hadir dalam
proses divers . Setelah
dilakukan konfirmasi baik
Pembimbing Kemasyarakatan
dan KPAI mengatakan tidak
dapat hadir karena sibuk dan
hanya menanyakan
bagaimana hasil akhir dari
proses diversi itu sgja®®

2. Faktor Ekternal
a. Perbedaan Pendapat antara

Pihak Pelaku Anak dan
Pihak korban

Faktor paling utama yang
menghambat upaya divers
daam penyelesaian perkara
tindak pidana yang dilakukan
anak  adaah perbedaan
pendapat antara pihak pelaku
anak dan pihak korban atas
tindak pidana yang telah
dilakukan oleh pelaku anak
tersebut.. Ketidak pahaman
masyarakat terutama korban
tindak pidana  mengenal
makna keadilan ini yang
menyebabkan kegagalan
upaya divers dalam
penyelesaian perkara anak
yang berkonflik  dengan
hukum  khususnya pada
tingkat penuntutan di
K gjaksaan Negeri Sibolga.

2 \Wawancara dengan Bapak Arpan C
Pandiagan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Sibolga, Hari Selasa, Tanggal 7
Agustus 2018, Bertempat di Kantor
Kejaksaan Negeri Sibolga.
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b. Kgaksaan Negeri Sibolga
bertugas 2 (dua) wilayah
Hukum yaitu Kota Madya
Sibolga dan Kabupaten
Tapanuli Tengah
Salah satu hal yang membuat
susashnya proses divers
dilakukan karena Keaksaan
Negeri Sibolga bertanggung
jawab atas 2 (dua) wilayah
yakni Sibolga dan Tapanuli
Tengah ditambah jarak daerah
di Tapanuli Tengah yang
sangat berjauhan. Sehingga
ketika  penuntut umum
memberikan surat
pemanggilan kepada para
pihak yang terlibat dalam
proses divers sering para
pihak yang kita panggil
tersebut tidak datang hadir
terutama pihak
korban/keluarga , karena
jauhnya jarak domisili mereka
ke Kejakasaan Negeri Sibolga
sehingga mereka memilih
tidek hadir dan membuat
proses diversi gagal.?

C. Upaya dari Kgaksaan dalam
Mengatas Faktor Penghambat
Implemenetas Diversi dalam
Menyelesaikan Tindak Pidana
oleh Anak Ditingkat Kejaksaan
Negeri Sibolga
a. Faktor Internal

Upaya yang dilakukan oleh

pihak kejaksaan adalah

smengusahakan dengan
penambahan kuantitas penuntut
umum di lingkungan Kejaksaan

Negeri Sibolga  terutama

penambahan jaksa penuntut

2 Wawancara dengan Bapak Arpan C
Pandiagan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Sibolga, Hari Selasa, Tangga 7
Agustus 2018, Bertempat di Kantor
K ejaksaan Negeri Sibolga.

umum untuk perkara anak
karena setigp  tahunnya
Kegaksaan Negeri  Sibolga
seladu meminta penambahan
jumlah jaksa penuntut umum ke
Kegaksaan Agung Republik
Indonesia. Penambahan
pengetahuan penuntut umum
dengan melalui pelatihan dan
pendidikan tentang pelaksaan
divers agar lebih
mengutamakan  dilakukannya
diverss meskipun tugas pokok
dan fungs jaksa penuntut

umum itu melakukan
penuntutan. Dan dalam hal ini,
penuntut umum juga

mengupayakan kerja sama dan
komunikasi yang baik dengan
pihak Komis  Perlindungan
Anak Indonesia, Pembimbing
Permasyarakatan dari Baai
Permasyarakatan sebagai pihak
yang terlibat daam setiap
permasal ahan anak.

. Faktor Eksternal

Peran antara pihak pelaku anak
dan keluarga korban daam
penyelesaian perkara anak
sangat penting. Orangtua dan
keluarga harus selalu
mendukung dan  menemani
anak dalam menghadapi proses
penyelesaian  hukum  yang
terjadi. Upaya yang dilakukan
adalah menjain kerja sama
antara orangtua dan penuntut
umum. Penuntut umum selalu
berusaha membeikan
pemahaman sekaligus edukasi
terhadap pelaku anak/keluarga
dan juga pihak korban/keluarga
betapa pentingnya dilakukan
divers untuk menjauhkan anak
dari ha-ha negatif tentang
pemidanaan.

1. PENUTUP
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A. Kesmpulan

Dari  hasil  penelitian  dan

pembahasan yang telah penulis

lakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan dan saran sebaga
berikut:

1. Implementas diveri dalam
menyelesaikan tindak pidana
anak di tingkat Kejaksaan
Negeri Sibolga belum
maksimal. Hal ini dibuktikan
dengan data yang diperoleh dari
Kegaksaan  Negeri  Sibolga
bahwa tercatat 61 kasus tindak
pidana yang dilakukan anak
pada tahun 2016 sampai bulan
Juli 2018. Diantara kasus-kasus
tersebut, Keaksaan Negeri
Sibolga hanya berhasil
menerapkan diversi pada 11
kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh anak.

2. Hambatan yang dihadapi oleh
Kgaksaan Negeri  Sibolga
dalam penerapan diversi yaitu
kurang memadainya jumlah
penuntut umum anak dimana
hanya terdapat 2 (dua) orang
jaksa penuntut umum yang
memiliki surat ketetapan dari
Jaksa Agung Republik
Indonesia untuk  menangani
perkara anak  berhadapan
dengan hukum , paradigma dari
jaksa mengenai tugas pokok
dan fungs mereka untuk
melakukan penuntutan dimana
jaksa penuntut umum
beranggapan bahwa tugas utam
dari seorang penuntut umum
adalah menuntut sehingga hal
ini yang menjadi faktor internal
utama yang menyebabkan
kurang berjalan dengan baiknya
implementasi diversi di tingkat
Kgaksaan Negeri Sibolga |,
serta kurangnya kerja sama

antar lembaga yang
menyebabkan koordinasi yang
kurang balk antara lembaga
yang bertugas dalam
perlindungan anak dengan
pihak kejkasaan.

3. Upaya yang dilakukan

Kegaksaan Negeri  Sibolga
dalam mengatasi faktor
penghambat implementas
divers adalah meminta
penambahan  kuantitas dari
jaksa penuntut umum terutama
penuntut umum anak,
melakukan  pelatihan  dan
pendidikan tentang divers
kepada penuntut umum anak,
menjalin kerja sama yang baik
antar lembaga.

B. Saran
1. Diharapkan pemerintah melalui

lembaga kejaksaan harus lebih
meningkatkan jumlah penuntut
umum anak untuk menghindari
penunjukan  penuntut  umum
yang melakukan penuntututan
terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa
pada kasus anak. Hal itu dapat
merugikan anak, karena
penuntut umum yang melakukan
penuntutan  terhadap  tindak
pidana yang dilakukan oleh
orang dewasa (bukan penuntut
umum anak) belum tentu
memahami tentang kondisi dan
jiwa anak serta kepentingan
terbaik bagi anak

. Penuntut Umum Anak di

Kegaksaan Negeri  Sibolga,
diharapkan dalam menangani
perkara tindak pidana yang
dilakukan oleh anak yakni pada
tahap penuntutan agar dapat
diupayakan divers dan
pelaksanaan  diverss  selau
berpedoman pada peraturan
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perundang-undangan mengenai
pelaksanaan diversi pada tingkat
penuntutan, agar setiap tindak
pidana yang melibatkan anak
bisa diselesaikan melalui proses
diluar

3. Penuntut Umum Anak di
Kegaksaan Negeri Sibolga |,
diharapakan agar lebih menjalin
kerja sama antara lembaga yang
berkaitan dengan permasalahan
anak. Karena pihak-pihak yang
terlibat dalam  penyelesaian
perkara anak dalam tahap diversi
memiliki peran yang sangat
penting untuk terlaksananya
proses diversi
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